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PUTUSAN
Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.GM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan atas perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bermi, 02 April 1993, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX,
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok
Barat, Sebagai “Penggugat”;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bermi, 20 Agustus 1990, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, semula bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX,
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok
Barat, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia (GAIB), Sebagai “Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.GM,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, sebagaimana termuat dalam
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Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/90/1/2012, karena Kutipan Akta Nikah hilang,
maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
170/Kua.18.01/2/PW.01/4/2020 tertanggal 08 April 2020;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok
Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang
anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tanggal
lahir 13 Juni 2014;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
a. Masalah ekonomi, Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja
sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat,
bahkan Penggugatlah yang bekerja (sebagai pedagang) untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya untuk
meminum minuman keras dan Tergugat baru pulang ke rumah ketika
subuh;

c. Ketika Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan
Penggugat tidak mau membukakann pintu kemudian Tergugat marah-

marah, berkata-kata kasar bahkan sampai menampar Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2018,
yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat di luar
persidangan, kemudian keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat
pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXX, Desa
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
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Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 tahun 4 bulan
hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Mei tahun 2018 berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi dan tidak pulang serta tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain

menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat

untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun
berdasarkan relaas nomor 504/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 12 Juni 2020 dan 13
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Juli 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang
dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor
5201014204930008 tanggal 7 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Persiapan Rempek Darussalam bermeterai cukup dan
telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram, Ketua Majelis
memberi tanda bukti tersebut dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor B-170/Kua.18.01/2/PW.01/4/2020 tertanggal 8 April
2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, telah
dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai
cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua
Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat nomor
472/Um./Bbs./823/V1/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, yamg
telah bermaterai cukup lalu diberi tanda P.3;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok
Barat dan dikaruniai seorang anak laiki-laki bernama Ragis Anggara;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2014
yang lalu sudah tidak rukun karena Tergugat sering malas-malasan untuk
bekerja, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat malah
Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,
Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya untuk meminum
minuman keras, Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar
bahkan menampar Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
rumah Penggugat dan Tergugat dekat dengan warung saksi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2018 karena Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak kembali lagi
hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat
pada tahun 2018 dan keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat
pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXX, Desa
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak berkabar dan tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai
sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sudah memberi masukan kepada Penggugat agar menunggu
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kepulangan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
Saksi 2, SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok
Barat dan dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 6 (enam) tahun
yang lalu sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun
sakasi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2018 karena Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak kembali lagi
hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat
pada tahun 2018;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak berkabar dan tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

- Bahwa selama Penggugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai
sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sudah memberi masukan kepada Penggugat agar menunggu

kepulangan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
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Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyetakan tidak
keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim
menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara
Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan
telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan
bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat
rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal
yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2014 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja sehingga Tergugat kurang
memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugatlah yang bekerja
(sebagai pedagang) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering
keluar malam bersama teman-temannya untuk meminum minuman keras dan

Tergugat baru pulang ke rumah ketika subuh, dan ketika Tergugat pulang
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kerumah dalam keadaan mabuk dan Penggugat tidak mau membukakann pintu
kemudian Tergugat marah-marah, berkata-kata kasar bahkan sampai
menampar Penggugat. Hingga puncaknya, pada bulan Februari 2018 berturut-
turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Penggugat telah
berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada
keluarga dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii gugatan Penggugat tidak
dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena
perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk
dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari
pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau
Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, P.2, dan
P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang
dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
percekcokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah
ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun
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2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut
maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat
mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama
Tergugat nomor 472/Um./Bbs./823/V1/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat,
menerangkan bahwa Tergugat telah terbukti pergi dari kediaman bersama dan tidak
ada tanda-tanda kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis,
Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut
setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara
terpisah,hal mana keterangn saksi saling bersesuain dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi
sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis
Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut
lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat
bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan
persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No.504/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak
bulan Maret 2014 karena Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja,
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan
Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan
Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya untuk meminum
minuman keras dan Tergugat baru pulang ke rumah ketika subuh, serta
Tergugat marah-marah, berkata-kata kasar dan menampar Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2018 hingga saat ini;

5. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah
sedemikian rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta
dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam
sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud
tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu
membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan
firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan,
menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang
lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu
dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim
berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan
maslahat sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

tlaall s (o sl awlaall <5
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 251;
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Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima
selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai
kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang
suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
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Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 15 Oktober
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah oleh Ulfa
Nurwindiasari, S.H.l., sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mltasari, S.H.I. dan Arina
Kamiliya, S.H.l, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Baigq Santi
Sulistiorini, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Kunthi Mitasari, S.H.I Arina Kamiliya, S.H.l, M.H.

Panitera Pengganti

Baig Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00
2. Biaya Proses . Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp 245.000,00
4. PNBP : Rp  20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
6. Biaya Materai . Rp 6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00

(Terbilang Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
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